BUPATI JEMBER

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/ 524 /012/2009

TENTANG
RUMAH SAKIT DAERAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
BUPATI JEMBER,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat agar penyelenggaraan sarana kesehatan lebih
berkualitas, profesional dan akunterbel dalam pengelolaan keuangan
dengan sistem fleksibelitas perlu managemen Rumph Sakit dengan
Pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) \ '/’( ! ,

b. bahwa agar rumah sakit dalam panye!lgng afraannyg ,ebuh cepat dan
tepat dalam mendiagnosa layanan: pena pasien - perlu
menetapkan Rumah Sa}x tﬂaeﬁah sebagau Badah Layanan Umum
Kabupaten Jember SN RN

,‘f

- C berdasarlqan pertumbahgén Sebaga|mana dnmaksud dalam huruf a,
. &iéh hurtff b pprlu menetapkan Keputusan Bupati;
1

,,.Me’héingat I \ Uhdang~Undang repubhk Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang

késéhatbn

[ \\2 —'Undang undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang
/ - Praktek Kedokteran ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008,

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005




.2

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerabh;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah,;

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Produk Hukum Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; - u

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor §7 Tahql 2007 tentang
Pedoman Teknis Penataan Orgamsqgi Pe;[qngkat Daerah ; ,

20.Peraturan Menteri Dalam Ne gérj Nomoé' M Ta 2007 tentang
Pedoman Tekrus Penq?loﬂagn Meuangqﬁn B\adam IJ(_ayanan Umum
Daerah |

21, Perat aaé(ah Noﬂn% ‘L‘éhun 2008 tentang Urusan
t

. P mer yan nnéna lkewenangan Kabupaten Jember;

% Per tur n D dr h Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja’ Phrangkat Kabupaten Jember;

34:’erawran ‘Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
/ r 1 Pengefolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember ;

24 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Sarana Kesehatan Kabupaten Jember

25.Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan
Umum Kabupaten Jember ;

- N—— I

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU :  Menetapkan Rumah Sakit Daerah Sebagai Badan Layanan Kabupaten
Jember.
KEDUA :  Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

Keputusan ini adalah dengan status BERTAHAP yaitu :
a. Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi ;

— b. Rumah Sakit Daerah Balung ; dan
¢. Rumah Sakit Daerah Kalisat.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH
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Rumah Sakit Daerah dengan status Bertahap sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA Keputusan ini diberi fleksibilitas dalam pengelolaan
dana secara langsung, pengelolaan pendapatan dan biaya, pengelolaan
piutang dan barang serta memperoleh alokasi dana sesuai kemampuan
keuangan dalam APBD Kabupaten Jember.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA
Keputusan ini setiap akhir bulan wajib melaporkan kondisi managemen
pengelolaan keuangan kepada Bupati c/q Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Kabupaten Jember.

Apabila Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dapat
meningkatkan managemen keuangan yang sehat maka status BLUD
bertahap menjadi BLUD penuh dan begitu juga sebaliknya apabila
Rumah Sakit Daerah dalam managemen dengan status BLUD bertahap
tidak sehat dalam pengelolaan keuangan maka statusnya akan dicabut.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan KepUtUsan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
Jember Tahun 2009. . ,
!

; ,f i

Keputusan ini mulai berlaku pada iangga& d”ltetépkan | A

H l
Agar setiap orang me gdtahtn ak m\emermtahkam pengumuman

Keputusan ini dengaﬂ peneﬁnp ya# dalém Bema Daerah Kabupaten
Jember e B
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DIUMUMKAN DALA{A BERITA DASRAH |
by ;

BUPAT
TANGGAL 18-11

‘ bltetapkan di Jember
-pada tanggal 18 Nopember 2009
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MZA DJALAL

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
A.N. SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER




